P]EEMER[NTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
JI. Raya Tapan-Sei. Penuh Km., 02 Kode Pos 25673

PERATURAN NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 6 / Kpts / WN-TKP / X1/ 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

fenimbang .oa Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib
menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten;

b.  Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Nagari (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja
Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Talang Koto Pulai Tapan

Tahun 2018;

Yengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran N egara
Republik Indonesia Nomor 43 8§); |

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 200411)\101110r 104, Tambahan Berita Negara Republik

ia Nomor 4221);

3. {}]gggr?;%?dang Nomor 1‘;} Tahun 2008 ten
Informasi Publik (Lembarag €gara Republik Ind
Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republj

taflg_ Keterbukaan
onesia Tahun 2008
k Indonesia Nomor

4846), 12
4,  Undang-Undang Nom_%ndang;ahu?Le2Ol] tentang Pembentukan
s Peraturan Perundang mbaran Negara  Republik
e ——
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Indonesig i)
oy ahun 201
Republik lndonesia Nomolr\l(;nv];; _82 Tambahan Lembaran Negara

0
€gara  Repub)ik In:im 6, Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Lembaran Negara R ndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
a Republik Indonesia Nomor 5495); ’

Peraturan Pemer

e
Keuangan Dacrar}lln(tﬁ}; IE(’mor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Nomor 140,Tambaha:1nLaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
4578); embaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nop,
Pembinaan dap Pengawasan

Or 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
(Lembaran Negara Republik

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tambahan Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Peraturan %:rnr;: aran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Urusan Peme rintah Nomor 38 Tapun 2007 tentang Pembagian
Provinsi dap n;g}:an. ta}r]ltara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
erintahan D Barah
Negara Republik Indon acrah Kabupaten/Kota (Lemba

esia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

?Z;ii‘;rran }femermtah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
a Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencang Pembangunan Daerapy (Lembaran Negara Republik
IHdOHeS_la Tahun 2007 Nomor §2 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737y, ’
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094); '
Peraturan Menteri Desa,Pembgngunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang
Pedoman Jeweangan Berdgsarkan Hak Asal Usul daq Kewenangan
Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
II;Ic;)rl:'L(L);;rf 8)’Menteri Keuangan  Republik  Indonesia ~ Nomor
93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, 21(3)11; E‘éﬂlgs&%ﬂa Desa ( Berita Negara
. : TahuIl 3
Republik Inlc\l/([):rfelf'li Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Peratura}n : republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang
Transmlgra; fioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ( Berita
Penetapan blik Indonesid Tahun 2015 Nomor 1934);
Negara Repu . Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007
Perftura;engirmahan Nagarl sebagaimana yang telah dirubah dengan
tentang

et —
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doars v
:ct;:l‘::,l:gl;:c:3:;:71}1 Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010
Nomor 8 Tah ¢ “;n Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan
20. Peraturan I()au‘n' h(m7 s Pemerintahan Nagari; 0
tentang Ren ‘:rd' lfabupalcn Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2(31
Kabupate ,C‘md Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJI D)
i Pcraurj) ’ bn'\i'csm?r?clatan Tahun 2005 - 2025;
; Hulu ,lr,zgandé;’ﬁ{)l l'alang K(?l(') Pulai Tapan Kecamatan Ranah /\mpck'
Rencana p ? upaten Pesisir sclatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang
embangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2021.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan

WALI NAGARI TALANG KOTO PULLAI TAPAN

MEMUTUSKAN -

yenetapkan  © PERATURAN NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP Nagari) TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

I. Nagari adalah Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan
Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

3. Wali Nagari adalah Wali nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek
Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).

5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Bamus
Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. _
Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan
Musyawarah Nagari. ‘
Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang berslfé}t mengatur dan merupakan
Pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut
9 Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. . )
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagarl yang selanjutnya disingkat RPJM-
Nagari adalah dokumen perencanaan untuk P_C”Ode 6 (enam) tahunan yang memuat arah
ebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum,
Program, program Satuan Kerja Perangkat D airah (SKPD), lintas §
o Prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencaﬂtl er;a‘; .
" encana Kerja Pemerintah Nagari yans ° anj}:‘ nya disingkat RKP-Nagari adalah
Okumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merypakan penjabaran dari
-Nagari yang memuat rancangan a:r,an(gllfa ek.Ollomi Nagari, dengan
I Mempertimbangkan  kerangka pendandd®  YaNe  dimutahirkan, program prioritas

KPD, dan program

——
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I pembangunan Nagari, rencang keri

. <y K’ ¥ r.]a dan
dll'.lkhl"-ll\dn langsung oleh Per pendanaan serta prakiraan maju, baik yang

mendorons partisipasi masyarakat c]i]eenng‘:: h Nagar maupun yang ditempuh dengan
(RKP). mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

| Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagar:

' |pMN yang ada di Kabupaten pesisj, saf]Z{ ! yang selanjutnya disingkat LPMN adalah

 Kader Pemberdayaan Masyarakat yap an.

" masyarakat Nagari yang memilik; g selanjutnya disebut KPM adalah anggota
nasyarakat  berpartisipasi  dalam p pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan
partisipatif ) emberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
Musyawarah Perencanaan Pe _

: Nagari adalah forum lnusya\v;rl:}??fl:ll?:n Nagari dan selanjutnya disingkat Musrenbang

emangku kepentingan desa (pihak be:;(n yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para
pihak yang akan terkena dampak hasil mu:x\r:vt:r]fﬁ;l ntu mengatasi permgsslehed 21
ndisi Obyektif Nagari . :

y szﬁk mengez/lai sumbegr rc;az;ia}ignlfg?: lsslu}r:l;lg l:;::“‘c’gambarkan situasi yang ada di Desa,
certa dengan mempertimbangk > er daya alam, maupun sumber daya lainnya,

: berd gxan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap
anak, pemoereayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan
marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknolo gi’tepat guna dan sumber
daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah
rencana keqangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama
oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan
Peraturan Nagari.

6. Dana Desa/ Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan

belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
kemasyarakatan, dan

pemerintahan, ~ pelaksanaan pembangunan, pembinaan
pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima
dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan

dikurangi Dana Alokasi Khusus. :
18. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenal karakter desa yang meliputi data
berdaya manusia, kelembagaan, prasarana

dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sum : aa .
dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.

19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagarl yang _diinginkan. . B
0. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat

terwujud secara efektif dan efisien.
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BAB 1|

SISTEMAT
MATIKA PENYUSUNAN RKP Nagari
Pasal 2
encana Kerja Pembangunan

! o sistematika schagai berikufgan Talang Koto puylaj Tapan Tahun 2018 disusun

1. Lata .
7 T Belakan&>

<. Landasan Hyk
gABII : EVALUAS] pE "

LAKS
SEBELUMNY A ANAAN RKP NAGARI TAHUN

BAB III - GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI
1. Pendapatan Nagari

2. Belanja Nagari

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN NAGARI

1. Rumusan Prioritas Masalah

2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari .

3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
oleh Desa; .

4. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; _

5. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dlk_elola
oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
pemerintah  daerah  provinsi, dan pemerintah  daerah
kabupaten/kota; dan

6. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa.

BAB V . PENUTUP
LAMPIRAN

(2)Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Nagari Tahun 2018sebagaimana

tercantum dalam Lampiran ..... )
Pasal 3

i ri Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi
E:;i?:taizgal\I];egg;?aEi;nS:gangeg;lasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan Nagari Tahun 2018.

Pasal 4

Pelak sebagaimana dimaksud dalam Pgsal 3, dilaksanakan secara
lrar?s sanaan pembantg'?ni‘ir;n akuntabel oleh pelagsana knglaj[an pembangunan dgn%ian
o AP B (1), R e o (), ot
Pelaksan ilcana n %gPA) serta dipertangg!"® S gl

aan Anggara ;

Ofum Muysyawarah Nagari.
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perencanaan pembangunan

: Nagari
. mnusyawarah Nagari S

disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam
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masuk ke Nagari ‘an penyelarasan rencana program/kegiatan yang

, Tim penyusunan RKP Desa mencermati
pcmbanguna“ Nagari untuk | (satu) tarl:?xiu
dalam dokumen RPJM Nagar; "

5 Hasil pencermatan sebagaimana dj
penyusun RKP Nagari dalam men
4, Rancangan RKP Desa paling sedi

skala prioritas usulan rencana kegiatan
nggaran berikutnya sebagaimana tercantum

a evglu_asi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yan,g dikelola oleh nagari;

c. prioritas program, kegiatan, dan anpgaran ' i lalui keria
sama antar-Nagari dan pihak ketiga; = Nagari yang dikelola melalul ker)

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari

sebaga} kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

e. pelaksana kegiatan nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur
masyarakat nagari

f. Rancangan RKP nagari dilampiri Rencana kegiatan dan Rencana anggaran biaya

7. Dalam menyusun RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan
sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN.

Pasal 6

1. Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan
Nagari dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). : _
3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari

Pasal 7

_ Nagari, Pemerintahan Nagari melaksanakan
menyepakati rancangan RKP Nagari
. - membahas dan : j ga agari.
Mg ek e T S LS
. agari
diikoti oleh Pemerintah nagaris gAMUS Nagarl, dan unsur masyarakat.

L Setelah menerima rancangan
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neanpan RKKP .
enyelenpprain - Peye A dimakg al.
: aasvarakatan, dan |)'m|m“hd” Napari pel :lld i ayat (1) memuat rencana
JLLLLLEC A o L8 ¢ erdayg, . 4Ksanaan ‘mb: : vmhinas
| ki Yaan masvieal pembangunan, pembinaan
. ‘|1||l (lllnlxlll\.m M ap ¢ Alhy.“dl\,” Nagar;
| Sele : "-"Clll):ll]t'- N; . H agari,
a 'eme " INApan sehagy ~
maka Pemerintahan Nopari o 2 bSebagaimana dimakeud dals an (2
BAMUS  NAGART g hemvelengparakan p‘.',tf “l‘l’rd“"’m ay“d‘.m?“?“éﬁ;
M - c ” y >
cmerintal Nagari  sery pl ll’]l‘\l/lrianla i al iri oleh
il . an Lembag:

kemasyarakanton  dalam  aenr
rancangan RKP- Nn‘puri‘ g i SEEDI persetujun BAMUS NAGARI  atas
yung(lllmmgknndulum Peraturan N 3 ] )
aturan Nagari,

; Setelah mendapat Perscetujuan Pemeri
dalamayat (6), maka Wali Naoar: ctintahan Nagari sebagaimana yang dimaksud
“Lar menetapkan RKp. Nagari, serta memerintahkan

Sekretaris Nagari atay Kep:
b s ala Uryg: , e
| embaran Napari, “ih yang ditunjuk untuk mengundangkan dalam

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEpUTUSAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 8

| Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya
untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMN atau sebuta;l lain dalam forum
Musrenbang- Nagari.

). Mckanisme  pengambilan - keputusan  dalam  forum Musrenbang- Nagari  dalam
perencanaan pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat,

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

RKP Nagari dapat diubah dalam hal:

2 terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau

kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau . _
b terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pasal 10

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam ]f asil 7 diII\)Iahas.dan disepakati dalam
Ustenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Feraturan agart.

pasal 11
g APB Desa Tah y
Setdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutny? disusun ahun Anggaran 2017.
pasal 12
aturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis
" Hal-hal yang belum diatur dalﬂml:hieputusan Wali Nagari.

 Pelaksanaannya diatur lebih lanjut © - \angeal diundangkan,
Peraturan Nagari ini mulai berlaku P
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(chap orang mengetahuinya m
\ ."' - ;]

€merintahk
" .mpatannya dalam Lembaran N 4

agar Pengundangan Peraturan Nagari ini dengan

Ditetapkan d; Talang Koto Pulai Tapan
Pada Tanggal 14 Desember 2017

WALINAGARI TA G KOTO PULAI TAPAN

ZATPUL WAN, AMd

pundangkan di Talang Koto Pulaj Tapan.
pada Tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS NAGA NG KOTO PULAI
b ]

SIS NAS

LEMBARAN NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN NOMOR 6 TAHUN 2017
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RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH ( RKP ) TAHUN ANGGARAN 2018

NAGARI :  TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN : RANAH AMPEK HULU TAPAN
KASBUPATEN : PESISIR SELATAN
PROVINSI 2 SUMATERA BARAT
Bidang/ Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan
‘ s / Waktu Rencana
No Lokasi Volume ASAran/ | pelaksa Pelaksana
| Manfaat Kegiat:
. naan Kerj o | Kerjasama O,
Bidang Jenis Kegiatan Jml (Rp) Sumber | Swakelola Pihak
] Antar Desa
Ketiga
1 2 13| 4 | 5 6 7 3 9 10 | 11| 12| 13| 14
Penyelenggaraan Penghasilan tetap Wali . ) -
1| bemerintahan 1 Nagari dan Perangkat Talang Koto Pulai Tapan | 12 Bulan Nagari |1 Tahun 172.650.000,00 | ADD v 2018
Nagari Tunjangan Wali Nagari d
\ 2 \Pe et 83T 94N | Talang Koto Pulai Tapan | 12 Bulan Nagari |1 Tahun 75.400.000,00 | ADD v 2018
Tunjan; Keh tan
\ 3 \B e \ Talang Koto Pulai Tapan | 12 Bulan Nagari |1 Tahun 58.200.000,00 | ADD ] v ! I } 2018
‘Tunj; an Kesehatan Wali
4 \n aé:;%ﬂ e \ Talang Koto Pulai Tapan | 12 Bulan | Nagari |1 Tahun 7.830.000,00 | ADD v [ 1 2018
5 |Operasional Perkantoran Talang Koto Pulai Tapan 12 Bulan Nagari 1 Tahun 42.000.000,00 ADD v I 2018
6 |Operasinal BAMUS Nagari | Talang Koto Pulai Tapan 12 Bulan Nagari |1 Tahun 15.000.000,00 | ADD v 2018
O ional Pe
7 ngr"smn eMUNEUAn | Tojang Koto Pulai Tapan | 12 Bulan Nagari |1 Tahun 1.700.000,00 | PBH v 2018
8 |Kegiatan Pendataan Aset Talang Koto Pulai Tapan |1 x 12 Bulan Nagari 1 Tahun 2.519.157,28 PBH N 2018
9 |Validasi Profil / IDM Talang Koto Pulai Tapan |1 x 12 Bulan| Nagari 1 Tahun 3.000.000,00 DDS N 2018
10 |Musyawarah Nagari Talang Koto Pulai Tapan 12 Bulan Nagari 1 Tahun 5.765.000,00 PBH N 2018
11 |Operasional Raskin Talang Koto Pulai Tapan 12 Bulan Nagari 1 Tahun 5.701.905,35 PBH v ‘ \ 2018
Diklat Wali Nagari yan . - .
12 | lamikag yang Talang Koto Pulai Tapan 1 Kali Nagari |1 Tahun 7.000.000,00 \ ADD \ N \ \ \ 2018
13 |Entri Data RPJM dan RKP Talang Koto Pulai Tapan 1 Kali Nagari 1 Tahun 1.200.000,00 \ PBH \ N \ \ \ 2018
14 |Pengelola Keuangan Nagari | Talang Koto Pulai Tapan | 1 x 12 Bulan| Nagari 1 Tahun 9.500.000,00 \ ADD \ N ‘ \ \ 2018
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[ Rumebh d; i g
‘;“ / 5 ;::nclf:;za;:nd‘;dukl an TTaIung Koto Pulai Tapan 12 Bulan Nagari 1 Tahun 2.762.000,00 PBH N \ \ \ 2015 -\
{ Lanjutan Pembangunan 5 . a i
! 16 Gedung Kantor Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan 1 Kali Nagari 1 Tahun 34.905.205,00 ADD N 2018
i Peningkatan Kapasitas Wali . . =
i
| 17 Nagari dan Bamus Talang Koto Pulai Tapan 1 kali Nagari 1 Tahun 2.000.000,00 | ADD v 2018
1

18 |LPMN Talang Koto Pulai Tapan 1 keg. Nagari (1 Tahun 3.527.000,84 [ ADD v 2018

19 |Studi Komperatif Talang Koto Pulai Tapan 1 kali Nagari 1 Tahun 14.000.000,00 ADD v I 1 l 2018

\ 20 \SATLINMAS Nagari \ Talang Koto Pulai Tapan | 1 x 12 Bulan Nagari 1 Tahun 2.430.004,79 | ADD I v } l { 2018 /
Honor Tim Verifikasi . )

\ 1 \Usu]an/Kegiatan \ Talang Koto Pulai Tapan |1 x 12 Bulan| Nagari |1 Tahun 900.000,00 I PBH I v [ ’ / 2018 /x

20 Honor Tim Penerima Hasil Tal Koto Pulai T s 600.000,00 PBH v 2018
Pekerjaan ( TPHP ) alang Koto Pulai Tapan | 1 x 12 Bulan| Nagari 1 Tahun .000,
t Jumlah Perbidang 468.590.273,26 I l l [ l ﬂ
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Bidang/ Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pemblayaan FPola Pelaksanaan \ ]
Wakta | Remesma
Lokasi Volume | Se5272%/ | peiaksa | Pelaksaza |
K Kerjasama | Kegiatam |
Bidang Jenis Kegiatan Jih (Rp) Sumber | Swakelola Antar Desa Pih?k {
Ketiga H
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bidang 1 [Rabat Beton Jalan Nagari Talang Koto Pulai Tapan 120 M Masyarakat | 1 Tahun 40.000.000,00 DD o 2018
Pembangunan
2 |Jabanisasi/MCK Talang Koto Pulai Tapan 10 Unit | Masyarakat | 1 Tahun 30.000.000,00 DD \l 2018
3 |Pengadaan Pustaka Nagari | Talang Koto Pulai Tapan 1 Paket | Masyarakat |1 Tahun 30.000.000,00 | DD v 2018
Rehap/ Perbaikan Jalan , g I .
4 PNPM Kampung Talang Talang Koto Pulai Tapan 20 M Masyarakat | 1 Tahun 20.000.000,00 DD
Pembangunan Pos . . )
5 Ketentraman Lingkungan Talang Koto Pulai Tapan 2 Unit Masyarakat | 1 Tahun 45.000.000,00 DD | J 2018
\ 6 |Pengadan Mesin Jahit Talang Koto Pulai Tapan 5 Unit Masyarakat | 1 Tahun 20.000.000,00 DD N ’ 2018
\ 7 \ie\f:‘h Rumah tidak Layak | 110 Koto Pulai Tapan | 2 Unit | Masyarakat |1 Tahun 40.000.000,00 | DD v 2018
Pengadaan Mobeller s
\ 6 \Pos‘g{e sri dan Posvandu Talang Koto Pulai Tapan | 2 Paket | Masyarakat |1 Tahun 20.000.000,00 | DD v 2018
Jumlah Perbidang Rp 245.000.000,00
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Bidang/ Jenis Kegiatan

Biaya dan Sumber Pembhy-.m\

Pola Pelaksanaan

\

s Waktu Rencamna |
Lokasi Volume asaran/ fp o oksa Pelaksana |
Manfaat i
naan Kerjasama Kerjasama | Kegiatan )
Jenis Kegiatan Jlh (Rp) Sumber | Swakelola Antar Desa i
Ketiga
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pem 1 |Rabat Beton Jalan Nagari Talang Koto Pulai Tapan 120 M Masyarakat | 1 Tahun 40.000.000,00 DD N 2018
2 |Jabanisasi/MCK Talang Koto Pulai Tapan 10 Unit Masyarakat [ 1 Tahun 30.000.000,00 DD v 2018
3 |Pengadaan Pustaka Nagari | Talang Koto Pulai Tapan 1 Paket | Masyarakat |1 Tahun 30.000.000,00 DD v 2018
Rehap/Perbaikan Jalan n :
4 PNPM Kampung Talan: Talang Koto Pulai Tapan 20 M Masyarakat | 1 Tahun 20.000.000,00 DD N 2018
Pembangunan Pos
N Ke\emragman Lingkungan | L2/ang Koto Pulai Tapan 2Unit | Masyarakat |1 Tahun 45.000.000,00 | DD v 2018
6 |Pengadan Mesin Jahit Talang Koto Pulai Tapan 5Unit | Masyarakat |1 Tahun 20.000.000,00 | DD v 2018
.~ |Bedah Rumah tidak Layak - .
l 7 \Huni v Talang Koto Pulai Tapan 2 Unit Masyarakat | 1 Tahun 40.000.000,00 DD v 2018
Pengad: Mobell
\ 6 \; 3]_ asa.a“! °Eos er du Talang Koto Pulai Tapan | 2 Paket | Masyarakat |1 Tahun 20.000.000,00 | DD N 2018
Jumlah Perbidang Rp 245.000.000,00
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r / Bidang/ Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber PamMny-An\ Pola Pelaksanaan \
e Waktu »
No Lokasi Vol / | pelaksa Pelaksana
Manfaat Kerjasama
Bidang Jenis Kegiatan naan Jih (Rp) Sumber | Swakelola | Kerjasama | "7, Keglatan
Antar Desa
Ketiga
1 2 4 E 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bid. Pembinaan 3 .
Eee e KAN Talang Koto Pulai Tapan | 1x 12 Bulan| Masyarkt |1 Tahun 2.500.000,00 | PBH N 2018
Pembinaan TP. PKK Nagari | Talang Koto Pulai Tapan |1 x 12 Bulan Masyarkt |1 Tahun 8.000.000,00 | ADD v 2018
Kegiatan PHBN Talang Koto Pulai Tapan | 1 Tahun HUTRI |1 Tahun 3.450.000,00 [ ADD l v ! ’ 2018
Jumlah Perbidang 13.950.000,00 ’ I [ ] I
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§f 7 Bidang/ Jenis Kegiatan / e Biaya dan Sumber Pembhyt-n\ Pola Pelaksanaan Remcana \_.
Lokasi Vol Pelaksana |
f e Manfaat L0 Kerjasama Kerjasama X \
naan Sumber | Swakelola Pihak eglatan
I : Bidang / / Jenis Kegiatan Jlh (Rp) umber | Swakelo Antar Desa el ﬁ‘
i
I I3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EN] Bidang ¢ ' Masyarakat | | ) 24.255.522,37 | DD N 2018
| Pemberdayaan 1 |PEMBERDAYAAN PKK Talang Koto Pulai Tapan 1 Keg. Nagari un
keMasyarakatan
: 2 |PEMUDA NAGARI Talang Koto Pulai Tapan 1 Keg. Pemuda |1 Tahun 20.000.000,00 | DD v 2018
“3 3 |SATLINMAS Talang Koto Pulai Tapan 1 Keg. Masyarakat | 1 Tahun 2.554.000,00 | DD v 2018
INSENTIF GURU TPQ DAN . v 2018
25.200.000,00 [ DD
4 TPSQ (7 Orang) Talang Koto Pulai Tapan | 84 Bulan Masyarakat | 1 Tahun
5 |QUENTIF GURUPAUD @ | 1oang Koto Pulsi Tapan | 24 Bulan | MeSvarakat| pop 7.200.000,00 | DD ! v I I I 2018
Orang) Nagari
\i \KADER YANDU (10 orang) | Talang Koto Pulai Tapan | 120 Bulan Kader |1 Tahun 6.000.000,00 | DD , v [ I ! 2018
| 7 |pmT YANDU (2 Yandu) | Telang Koto Pulai Tapan | 24 Bulan | Balita |1 Tahun 3.600.000,00 | DD v ] I 1 2018
| s !PMT PAUD (1 Paud) \ Talang Koto Pulai Tapan | 12 Bulan A“;“ir‘és"a 1 Tahun 1.200.000,00 | DD v I l [ 2018
\ 9 \msgmm PPKBD (1 orang) \ Talang Koto Pulai Tapan | 12 Bulan Kader |1 Tahun 900.000,00 [ DD v J l 2018
10 ‘:SENT‘F SUBFPKBD 2 | Tlang Koto Pulai Tapan | 24 Bulan Kader |1 Tahun 1.440.000,00 | DD N l 2018
77 | QISENTIF KADER BKB (10 | 1.0 Koto Pulai Tapan | 120 Bulan |  Kader |1 Tafum 6.000.000,00 | DD Y 2018
Orang )
12 ‘ON;igf”’ KADER BKL (1 | . lang Koto Pulai Tapan | 12 Bulan Kader |1 Tahun 600.000,00| DD v 2018
INSENTIF KADER NAGARI ]
13 SIAGA ( 1 Orang ) Talang Koto Pulai Tapan 12 Bulan Kader 1 Tahun 1.800.000,00 DD v 2018
INSENTIF KADER .
Kad
DASAWISMA ( 1 Oran, Talang Koto Pulai Tapan 12 Bulan ader 1 Tahun 720.000,00 DD N 2018
15 PELATIHAN PTPKN,TPK Talang Koto Pulai Tapan 1 Keg. Masyarakat | 1 Tahun 5.000.000,00 DD N 2018
DAN LPMN
PENYELENGGARAN MTQ .
7 T: 1Keg. [M akat |1 tah 0.000.000
17 KECAMATAN I Talang Koto Pulai Tapan eg. asyaraka un 1 000,00 DD N \ \ \ 2018
PENINGKATAN KAPASITAS .
1 Keg. Peny 1 tahus g .00!
18 | LENGURUS BUMN. AG ' Talang Koto Pulai Tapan eg, gurus n 3.000.000,00 [ DD N \ ‘ \ 2018
19 [BBGRM Talang Koto Pulai Tapan | 12 Bulan |Masyarakat |1 tahun &ooo.ooo,oo\ DD \ N \ \ \ 2018
Perangkat
20 |PELATIHAN E-PLENNING Talang Koto Pulai Tapan 1 Keg. Naggn' 1 Tahun 2.000.000,00 \ DD \ N \ \ \ 2018
PEMBAYARAN WIFI . Kantor
| 12 Bul . |1Tah .600.
| [21 KANTOR NAGARI Talang Koto Pulai Tapan ulan Nagari un 9.600.000,00 \ DD \ N l \ \ 2018
. =
v _&I‘
/ v -
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f 22 [PELATIHAN POSYANTEK Talang Koto Pulai Tapan 1 Keg. Pengurus |1 Tahun 2.520.000,00 DD il \  2ove Y
r" / / LATIHAN SISKEUDES I \ t\
[ PE s = g Perangkat
| 23 BAGI PERANGKAT NAGARI Talang Koto Pulai Tapan 1 Keg. Nagari 1 Tahun 4.000.000,00 DD N \ \ 201%
{ 24 :i;?TIHAN KELOMPOK Talang Koto Pulai Tapan 1 Keg. Masyarakat | 1 Tahun 6.000.000,00 DD v 2018
| PENGHIJAUAN
2, i .000. D v 2018
5 25 (PENGADAAN BIBIT BUAH) Talang Koto Pulai Tapan | 800 Pohon | Masyarakat |1 Tahun 32.000.000,00 D
| 26 Eiﬁg ;’IAN SILAT(Seni | alang Koto Pulai Tapan | 2 Keg, Pemuda |1 Tahun 2.500.000,00| DD J 2018
.. |PEMBINAAN KADER . .
27 KESEHATAN Talang Koto Pulai Tapan 1 Keg. Kader 1 Tahun 10.000.000,00 DD v 2018
PELATIHAN PEMBIBITAN !
28 IKAN AIR TAWAR Talang Koto Pulai Tapan 1 Keg. Masyarakat | 1 Tahun 6.000.000,00 I DD I v ’ ’ I 2018
] 1 PENGOBATAN UNTUK .
1 29 GANGGUAN JIWA (6 Orang) Talang Koto Pulai Tapan | 6x12 Bulan Masyarakat | 1 Tahun 32.990.830,16 ’ DD I v / , ! 2018
N
l30 \g‘?ﬂ:ﬁgM MODAL Talang Koto Pulai Tapan | 12 Bulan |Masyarakat |1 Tahun 240.000.000,00 ' DD ’ v 1 ] 2018
PELATIHAN ADAT (Pemuka . J 2018
31 Adat dan Bundo Kanduang) Talang Koto Pulai Tapan 1 Keg. Masyarakat | 1 Tahun 7.000.000,00 DD I / I /
Jumlah Perbidang 482.080.352,53 ! J ’ J I
~ Diketahui :
Talang Koto Pulai Tapan, Desember 2017
TIM PE. RKP
.
( ASFIL)
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